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ABSTRAK

Penelitian ini menganilis mengenai Ratio Legis ketentuan pasal 15A Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2013, serta mengenai akibat hukum atas tindakan yayasan yang belum
melakukan penyesuaian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, prosedur pengumpulan dan
pengelohaan bahan hukum penelitian ini dengan cara mempelajari dan menelaah sumber bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menganalisis serta menyimpulkan isu hukum yang
dikemukakan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ratio legis ketentuan pasal 15A
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yaitu setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini
yang secara jelas bertentangan dengan pasal 71 Undang-Undang Yayasan yang mengakibatkan
adanya konflik norma dan tidak sesuai dengan alasan atau tujuan umum dari peraturan hukum
tersebut, sesuai peraturan yang tertinggi tentu saja segala bentuk kegiatan yayasan dianggap
ilegal dan aktanya batal demi hukum. Lalu mengenai akibat hukum atas tindakan yayasan yang
belum melakukan penyesuaian ini mengakibatkan yayasan yang bersangkutan dapat dibubarkan
jika dibuat berdasarkan peraturan yang lebih rendah derajatnya yang sama saja bisa dikatakan
tidak memiliki kekuatan hukum karena aktanya mengalami cacat hukum.

Kata Kunci: Ratio Legis, Yayasan, Undang-undang
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SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam tesis ini dapat dikemukakan

simpulan sebagai berikut

1.

2.

Ratio Legis ketentuan pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 yang terdapat

konflik norma dengan pasal 71 Undang-undang yayasan adalah terkait dengan asas

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

- Asas keadilan, yaitu asas yang memberikan keadilan bagi yayasan yang belum sempat
mendaftarkan dan melakukan penyesuaian.

- Asas kemanfaatan, yaitu asas yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam
mendaftarkan pendirian atau perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian.

- Asas kepastian hukum, yaitu asas yang memberikan yayasan memperoleh status badan
hukum dan tetap diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum

Akibat hukum atas tindakan yayasan yang belum melakukan penyesuaian berdasarkan

Undang-undang yayasan dianggap mati karena melampaui batas tenggang waktu

penyesuain, akta yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dapat

dibatalkan karena tidak memiliki kekuatan hukum karena akta tersebut cacat hukum
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